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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Upaya Kepolisian Polresta Yogyakartatersebut sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 14 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia yang menjelaskan penanggulangan di lingkungan keluarga, 

masyarakat, serta lingkungan pendidikan. Ketentuan umum yang 

dimaksudkan dalam ketentuan tersebut memang luas, akan tetapi Pihak 

Kepolisian Polresta Yogyakarta secara garis besar menerapkan upaya 

pencegahan tersebut melalui upaya Pre-Emtif, Preventif, serta 

penegakan hukum guna menanggulangi kekerasan seksual. Meskipun 

demikian kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak masih 

terjadi dari tahun 2017 sampai 2019 terdapat 2 kasus, yaitu pencabulan 

dan perkosaan. 

2. Anak yang melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggung 

jawabannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012.Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual saat 
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belum berusia 18 tahun tidak dapat dikenakan pidana, tetapi akan 

dilakukan penyidikan, pembinaan kemasyarakatan, serta akan 

dikembalikan kepada orangtua atau wali anak tersebut. Perlu 

pendekatan secara Restorative Justicemenurut Pasal 1 Angka 6 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anakagar anak bisa mendapat penyembuhan, pembelajaran 

moral, rasa memaafkan dan rasa tanggung jawab bagi korban atau 

pelaku. Jika pendekatan ini belum menjamin anak bebas dari pidana 

penjara maka kasusnya akan naik ke Pengadilan Negeri. Anak juga 

berhak mendapatkan hak-haknya selama menjalani proses peradilan 

pidana sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 UUSPA.  

B. Saran 

1. Polisi hendaknya meningkatkan upaya penanggulangan dengan cara 

menggelar operasi saat malam hari ditempat berkumpulnya remaja. 

Karena dikhawatirkan anak yang belum mencapai usia remaja ikut 

berkumpul dan secara otomatis bisa mendapat pengaruh negatif dari 

tempat kumpul atau nongkrong tersebut. 

2. Polisi hendaknya lebih melindungi korban dengan cara 

mengupayakan penyembuhan psikis maupun trauma yang diderita 

korban. Agar kedepan korban tidak muncul rasa dendam dan 

mempunyai keinginan untuk menjadi pelaku dengan mengulangi 

tindak pidana kekerasan seksual. 
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